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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, berkat Rahmat dan
Hidayah-Nya, Dokumen Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 selesai disusun dan dapat disajikan untuk
memberikan gambaran mengenai berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada tahun
2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada hakikatnya
merupakan perwujudan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah
disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri
900.1.15.5-1317.

Tersusunnya dokumen Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal
dan PTSP ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan
bimbingan dan masukan, kritik dan saran tetap kami butuhkan untuk perbaikan

penyusunan dokumenRenja tahun berikutnya.

Sidoarjo, 1 Maret 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

RUDI SETIAWAN, S.STP., M.Si., M.H.
Pembina Tingkat |
NIP. 198008031998101001




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR . ...ttt e e ne e i
DAFTAR ISI e bbbt b et b e es iii
BAB | PENDAHULUAN ...t 1
1.1 Latar Belakang.......cocoeiiieic e 1
1.2 Landasan HUKUM ... e 3
1.3 MaKSUd DAN TUJUBN ....oeiiiiiiiiieieiee e 5
1.4 Sistematika PenuliSan ... 6

BAB Il HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

.......................................................................................................................... 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten SIdOArO .........ccoiiiiiiieiee e 33
2.3 Isu — Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal dan PTSP ..., 38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD...........c.cccocveveiieii e, 40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....................... 41
BAB Il TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP.......... 42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..............ccccccooceieiieiccc e, 42
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
P T S P e 43
3.3 Program dan Kegiatan ..o 44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .................. 47
BAB V PENUTUP ...t 62



RA

BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen
perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mempunyai arti yang
strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi
dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan
Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program,
kegiatan, sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi
Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan
hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Tahun 2025 disusun berdasarkan evaluasi
pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum
dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan

2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan
program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam

forum Musrenbang
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3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja
hasil, indikator kinerja program (outcome), indikator kinerja kegiatan (output), indikator
kinerja sub kegiatan (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan
prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota
SE KDH

perihal penyampaian
é bl:gacianbgnawal RKPD
sel han penyusunan
Porstapan rancangan Renja-SKPD
Penyusunan abjkota Per KDH
Renja SKPD i Perumusan RKPD
Sinkronisasi Rar&ckgghlr kab/kota
Kebijakan -
Nasional dan
Provinsi
hasil evaluasi Penyesuaian
capaian Rancangan
Renstra SKPD Rancanen i Renja SKPD
kab/kota kab/kota kab/kota
o Penyusunan
Rancangan Pengesahan
Perumusa RKPD Renja-SKPD
Isu-isu n Tujuan oleh KDH
Analisis :
penting
Gambaran iy
Pelayanan g::%l e i3y Penetapan
SKPD fungs%SKPD | Renja-SKPD
— S oleh Kepala
‘ ....SKPD
program dan
hasil evaluasi E(ne if:f;!
pelaksanaan Renja- Kinaria d
SKPD kab/kota Cindikatif

tahunlalu

Kewajiban bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun
dokumen perencanaan diatur dalam Undang—Undang Nomor 25Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis PP Nomor 8 Tahun 2008.
Dalam keempat peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap SKPD
wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang memuat
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang telah ditetapkan oleh Daerah. Renja OPD inimemuat program dan kegiatan, lokasi
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program
dan kegiatan yang tertuang dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang

berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
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1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kerja Tahun
2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang — Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa

10.

Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang
mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950Nomor 2 dari hal

pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32).

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

.Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
3



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republikindonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaannya Rencana
Pembangunan Daerah;

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
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19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/11/Bangda/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-
2026;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten;

23.Surat  Pj.  Sekretaris Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor
000.7/1531/438.6.1/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penyusunan
Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja sebagai
pedoman acuanperencanaan progam dan kegiatan adalah sebagai berikut :
1.3.1. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

a. Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional di
berbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan
dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan;

b. Menyusun Program dan Kegiatan kedepan berdasarkan potensi serta
fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan berpedoman pada
peraturan perundang- undangan yang berlaku;

c. Tersedianya seluruh informasi dalam Rencana Kerja dan diharapkan
Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang
menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang,
selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2025 ini Dinas Penanaman Modal
dan PTSP akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga
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penganggaran, sehingga sumber—sumber yang tersedia untuk

implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Tahun 2025 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan
permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam memahami Rancangan Awal Renja Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo ini disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal
Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP agar substansi pada bab-bab berikutnya
dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja OPD,
keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan
Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2.Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran.
1.3.Maksud dan Tujuan
Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal
Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025.
1.4.Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Awal Renja Dinas

Penanaman Modal dan PTSP, serta susunan garis besar isi dokumen.
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Bab II. Hasil Evaluasi RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023
dan Capaian RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian Tahun 2025,
mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP
tahun-tahun sebelumnya.

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
PTSP berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3.lIsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
PTSP
Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan PTSP, permasalahan dan hambatan yang dihadapi,
tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting
berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan
datang.

2.4.Review terhadap rancangan awal RKPD
Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses
perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang

diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

Bab Ill. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan
yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Tahun
2025.

3.2.Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan
fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dikaitkan dengan sasaran target
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kinerja RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
3.3.Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Menyajikan Rencana Kerja berupa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas

Penanaman Modal dan PTSP pada Tahun 2025 beserta RencanaPenganggarannya.

Bab V. Penutup
Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan,

serta rencana tindak lanjut
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BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023 dan
Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu
tahapan perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Program
adalah penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/Lembaga.

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan 6 (enam) Program dan 9 (sembilan)
Kegiatan dengan jumlah anggaran setelah dilakukan Perubahan Anggaran Kegiatan
(PAK) adalah sebesar Rp 13.414.059.599 dengan realisasinya sebesar Rp.
12.497.371.107 atau 93,17% dengan rincian yang terlihat dalam Tabel 2.1 Realisasi
Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023:

Tabel 2. 1 Realisasi Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Program Pagu Realisasi Capaian (%)
Program
Penunjang
Rp. Rp.
Urusan 92,92%

_ 11.546.985.599 10.729.304.781
Pemerintahan

Kabupaten/Kota

Program
Rp. 1.263.374000 | Rp. 1.190.274.326 94,21%
Pelayanan




1)

Penanaman
Modal

Program
Pengemban An
Iklim Rp. 105.000.000 Rp. 95.836.800 91,27%
Penanaman
Modal

Program
Promosi
Rp. 72.000.000 Rp. 72.000.000 100%
Penanaman

Modal

Program
Pengendalian
Pelaksanaan 354.700.000 337.955.200 95,28%
Penanaman
Modal

Program
Pengelolaan
Data Dan
Sistem Rp. 72.000.000 Rp. 72.000.000 100%
Informasi
Penanaman
Modal

Jumlah Rp. Rp.

93,17%
13.414.059.599 12.497.371.107

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Terdiri dari 4 (empat) kegiatan, antara lain :
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator kegiatan:
Persentase realisasi anggaran PD.
Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, antara lain:
a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Indikator sub kegiatan: Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan
secara akurat.
Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 92,54% yaitu dari target
10
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dana sebesar Rp 6.829.797.824 terealisasi sampai dengan tahun 2023
sebesar Rp 6.320.093.554.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target
33 ASN yang mendapat gaji dan tunjangan terealisasi sampai dengan tahun
2022 sebesar 30 ASN yang mendapat gaji dan tunjangan.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerabh.
Indikator kegiatan: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
a. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator subkegiatan: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 76,83% yaitu dari target
dana sebesar Rp 37.949.239 terealisasi 2023 sebesar Rp 37.818.627.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target
1 (satu) paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan terealisasi sebesar 1 (satu) Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan

b. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Indikator sub kegiatan: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 77,58% vyaitu dari target
dana sebesar Rp 287.200.000 terealisasi sebesar Rp 222.803.717.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 1
(satu) paket Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan terealisasi
sebesar 1 (satu) paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang

Undangan.

Indikator sub kegiatan: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 80,93% yaitu dari target

dana sebesar Rp 10.800.000 terealisasi sebesar Rp 8.740.000.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% vyaitu dari target
1 (satu) dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
Undangan terealisasi sebesar 1 (satu) 1 (satu) dokumen Penyediaan
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Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan.

d. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Indikator sub kegiatan:Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu. Capaian

Kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 100% yaitu dari target
dana sebesar Rp 11.100.000 terealisasi sebesar Rp 11.099.480.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target
12 (dua belas) Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan
terealisasi sebesar 12 (dua belas) Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

e. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD.
Indikator sub kegiatan: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 98,41% yaitu dari target
dana sebesar Rp 199.804.171 terealisasi sebesar Rp 196.633.716.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari 12
(dua belas) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi terealisasi sebesar 12 (dua belas) Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

Indikator kegiatan: Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi

perkantoran.

a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Indikator sub kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 98,32% yaitu dari target
dana sebesar Rp 1.010.526.435 terealisasi sebesar Rp 993.585.498.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target
12 (dua belas) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang Disediakan terealisasi sampai sebesar 12 (dua
belas) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan.

b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator sub kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor yang Disediakan.
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Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 91,60% yaitu dari target
dana sebesar Rp 2.578.017.776 terealisasi sampai dengan triwulan Il
2023 sebesar Rp 2.361.405.852.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target
12 (dua belas) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan terealisasi sebanyak 12 (dua belas) Jumlah
Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah.

Indikator kegiatan: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah yang layak fungsi.

a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Indikator sub kegiatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,20% yaitu dari target

dana sebesar Rp 581.790.154 terealisasi 2023 sebesar Rp 577.124.337.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari
target 8 (delapan) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya terealisasi
sebesar 8 (delapan) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator sub kegiatan: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Dipelihara.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 67,66% yaitu dari
target dana sebesar Rp 293.290.154 terealisasi sebesar Rp
292.538.800.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari
target 3 (tiga) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
terealisasi sebesar 3 (tiga) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara.

c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
13
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Lainnya.

Indikator sub kegiatan: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,06% yaitu dari
target dana sebesar Rp 200.000.000 terealisasi sebesar Rp
198.112.483.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari
target 2 (dua) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi, sebesar 2 (dua) Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

2. Program Program Pelayanan Penanaman Modal

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan, antara lain :

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di
bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
Indikator kegiatan:

- Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang difasilitasi pemrosesannya

- Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang difasilitasi pemrosesannya

a. Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Indikator sub kegiatan: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,60% vyaitu dari target
dana sebesar Rp 271.574.000 terealisasi sebesar Rp 270.488.000.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 145,23% yaitu dari target
1300 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik terealisasi sebesar 1.888 pelaku usaha.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Indikator sub kegiatan: Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan
Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Non Perizinan.

Capaian kinerja:
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- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 91,59% vyaitu dari target
dana sebesar Rp 588.400.000 terealisasi sebesar Rp 538.936.300.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 149,9% yaitu dari target
Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya
Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan terealisasi sebesar 2129 orang.

c. Sub kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan & non perizinan
penanaman modal

Indikator sub kegiatan: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang

Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non

Perizinan Penanaman Modal.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 62,14% vyaitu dari target
dana sebesar Rp 403.400.000 terealisasi Rp 380.850.026.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 182% yaitu dari target
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan
Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman

Modal terealisasi sebesar 273 Kegiatan Usaha.

3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan, antara lain :

1.

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang

Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator kegiatan:

- Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN yang di Monev

- Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM

- Jumlah Laporan Pembinaan dan Monitoring Penanaman Modal yang disusun

- Workshop LKPM

a. Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegritas secara Elektronik.
Indikator sub kegiatan: Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.
Capaian kinerja:
- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 100% yaitu dari target dana

sebesar Rp 72.000.000 terealisasi sebesar Rp 72.000.000.
- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 100% yaitu dari target 1
15
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Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,
Dikaji dan Dimanfaatkan sebesar 1 Dokumen.
4. Program Pengembangan lkllim Penanaman Modal
Terdiri dari 1 (satu) kegiatan, antara lain :
1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Di Bidang Penanaman Modal
Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
Indikator kegiatan:
- Jumlah temu usaha / gathering yang dilaksanakan
- Jumlah project prospektus investasi yang disusun
- Jumlah sistem informasi Penanaman modal yang dikelola
- Jumlah kebijakan pelayanan penanaman modal yang disusun
- Jumlah laporan pengembangan penanaman modal yang disusun
a. Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal

Indikator sub kegiatan:

Jumlah Peraturan  Daerah/Provinsi dalam Pemberian  Fasilitas/Insentif

dan Kemudahan Penanaman Modal.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 0% yaitu dari target dana
sebesar Rp 105.000.000 terealisasi sebesar Rp 95.836.800.

- Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 0% yaitu dari target 1
Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal terealisasi sebesar 0 Dokumen.

5. Program Promosi Penanaman Modal

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan, antara lain :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator kegiatan:
- Jumlah kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan
- Jumlah workshop investasi
a. Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Indikator sub

kegiatan: Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal

Kewenangan kabupaten/Kota.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 100% yaitu dari target dana
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sebesar Rp 72.000.000 terealisasi sebesar Rp 72.000.000.

Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 0% vyaitu dari target 1
Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal

Kewenangan kabupaten/Kota terealisasi sebesar 0 Dokumen.

6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan, antara lain :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan: Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Izin Secara Berkala

a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal

Indikator sub kegiatan: Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang

melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan.

Capaian kinerja:

Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 60,82% vyaitu dari target
dana sebesar Rp 17.125.000 terealisasi sebesar Rp 10.415.000.

Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 282,3% yaitu dari target
17 Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan

sinkronisasi pengawasan terealisasi sebesar 48 Kegiatan Usaha.

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman
Modal

Indikator sub kegiatan: Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan

pelaksanaan penanaman modal.

Capaian kinerja:

Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 97,03% vyaitu dari target
dana sebesar Rp 337.575.000 terealisasi sebesar Rp 327.540.200.

Kinerja output, telah tercapai kinerja output sebesar 141,6% yaitu dari target
276 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan
penanaman modal terealisasi sebesar 391 Pelaku Usaha.yang

dilaksanakan.
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a) Pencapaian Kinerja Sasaran

RANCANGAN AWAL RENJA
DPMPTSP KABUPATEN

IDOARJO TAHUN 2025

HASIL CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Sasaran

TAHUN 2023

1. | Meningkatnya Kualitas Nilai Survey 85,20 97,24 114,13% Sangat Baik (di atas
Pelayanan Perizinan dan Kepuasan ekspektasi)
Penanaman Modal Masyarakat (SKM)

2. | Meningkatnya Nilai Nilai Investasi Rp7.179 | Rp13.681.823. 190,58% Sangat Baik (di atas
Investasi Daerah Daerah (PMA dan .211.521 120.000 ekspektasi)

PMDN) .000

3. | Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP 83 83,94 101,13% Sangat Baik (di atas
Penyelenggaraan ekspektasi)
Pemerintahan Nilai IPP A (4,56) A (4,51) 98,90% Sangat Baik (di atas

ekspektasi)
Nilai RB 36,3 0% 0% -
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b) Pencapaian Kinerja Program
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Program

Tingkat kepuasan
Program Penunjang aparatur perangkat
Urusan Pemerintahan | daerah terhadap 100% 100% 100%
Kabupaten/Kota pelayanan
kesekretariatan
Prosentase pelayanan
perizinan dan  non
o 94,22% 96,32% 102,2%
perizinan yang tepat
waktu sesuai SOP
Prosentase pelayanan
Program Pelayananan o
perizinan dan  non
Penanaman Modal o 97,11% 98,68% 101,6%
perizinan yang
diterbitkan
Persentase  kontribusi
retribusi pelayanan 20,58% 36,1% 175,4%
perizinan tertentu
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terhadap total retribusi

Program Prosentase kebijakan
I 0,
Pengembangan Iklim penanaman modal 100% 100% 100%
Penanaman Modal daerah yang disusun
Program Promosi Persentase  Realisasi
_ . 100% 100% 100%
Penanaman Modal Kepeminatan Investasi
Presentase Pelaku
Usaha  yang Taat
Melaporkan
100% 116% 116%
Program Pengendalian | Pénanaman Modal
Pelaksanaan sesuai Ketentuan
Penanaman Modal Periode Pelaporan
Presentase Pelaku
Usaha yang Memiliki
Tingkat Kepatuhan 100% 115% 115%
Berusaha Minimal Baik
P P lol Nilai Realisasi
rogram - Fengelofaan | ial realisas| Rp1.419.898.897.000 | Rp1.158.061.520.000 81,55%
. Investasi PMA
Data dan  Sistem
Informasi  Penanaman | Nilai Realisasi
Investasi PMDN Rp5.759.312.624.000 | Rp8.752.759.500.000 151,9%

Modal
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c) Pencapaian Kinerja Kegiatan

Kegiatan Administrasi

RANCANGAN AWAL RENJA

Presentase realisasi

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Kegiatan

Keuangan Perangkat anggaran PD 91% 93,17% 102,3%
Daerah
Administrasi Umum Nilai Survey Kepuasan
97,39 97,24 99,85%
Perangkat Daerah Masyarakat
Penyediaan Jasa Presentase Terpenuhinya
Penunjang Urusan Jasa Penunjang 100% 100% 100%
Pemerintahan Daerah Perkantoran
) N Presentase Barang Milik
Pemeliharaan Barang Milik _
] Daerah Penunjang Urusan
Daerah Penunjang Urusan ) 80% 80% 100%
_ Pemerintahan Daerah yang
Pemerintahan Daerah _
layak fungsi
Kegiatan Pelayanan Jumlah Perizinan dan Non
Perizinan dan Non Perizinan yang difasilitasi 1300 Izin 1.888 1zin 145,2%

Perizinan secara Terpadu

pemrosesannya
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Satu Pintu dibidang o
Jumlah Laporan Perizinan
Penanaman Modal yang o
o dan Non Perizinan yang 24 Laporan 24 Laporan 100%
menjadi Kewenangan o
diterbitkan
Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah temu usaha /
gathering yang 0 Kali 0 Kali -
dilaksanakan
Jumlah project prospektus _ 0 Laporan
_ _ _ _ 0 Laporan Project _ -
Kegiatan Penetapan investasi yang disusun Project
Pemberian Fasilitasi/ Jumlah sistem Informasi 0 Sist 0 Sist
£ R istem istem
Insentif Di Bidang Penanaman modal yang _ . -
Penanaman Modal Yang dikelola Informasi Informasi
menjadi Kewenangan Jumlah kebijakan pelayanan
Daerah Kabupaten/Kota penanaman modal yang 1 Kebijakan 1 Kebijakan 100%
disusun
Jumlah laporan
pengembangan penanaman 0 Laporan 0 Laporan -
modal yang disusun
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Kegiatan Penyelenggaraan

Promosi Penanaman Modal

Jumlah kegiatan Promosi

investasi yang dilaksanakan

o 2 Kali 2 Kali 100%
yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengendalian Jumlah Pelaku Usaha yang
Pelaksanaan Penanaman Melaporkan Izin Secara
o 100 Pelaku 116 Pelaku
Modal yang Menjadi Berkala 116%
Usaha Usaha

Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Perusahaan PMA

dan PMDN yang di Monev 39 Perusahaan 48 Perusahaan 125,6%
Kegiatan Pengelolaan Data | Jumlah Perusahaan yang o p ] 00 p A 1080t

- erusahaan erusahaan 0

dan Informasi Perizinan dan | Menyampaikan LKPM
Non Perizinan yang Jumlah Laporan Pembinaan
Terintegrasi pada Tingkat dan Monitoring Penanaman 10 Kegiatan 10 Kegiatan 100%
Daerah Kabupaten/Kota Modal yang disusun

Workshop LKPM

0 Kali 0 Kali -
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d) Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

Tabel 2. 5 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

Prosentase

pelayanan
perizinan dan

non perizinan

_ yang tepat
Meningkatnya _ ) )
_ waktu sesuai Diserap sesuai dengan
kualitas Program
SOP kebutuhan anggaran.
pelayana Pelayananan
o Prosentase
perizinan dan Penanaman
pelayanan Rp Rp
penanaman Modal o
dal perizinan dan 1.263.374.000 1.190.274.326
moda

non perizinan
yang diterbitkan

Persentase
kontribusi

retribusi
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IDOARJO TAHUN 2025

DPMPTSP KABUPATEN

Nilai SKM

114,13%

pelayanan
perizinan
tertentu
terhadap total

retribus

Kegiatan
Pelayanan
Perizinan dan
Non Perizinan
secara Terpadu
Satu Pintu
dibidang
Penanaman
Modal yang
menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/
Kota

Jumlah
Perizinan dan
Non Perizinan
yang difasilitasi
pemrosesanny

a

Jumlah
Laporan
Perizinan dan
Non Perizinan

yang diterbitkan

Rp
1.263.374.000

Rp
1.190.274.326

Diserap sesuai dengan

kebutuhan anggaran.
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DPMPTSP KABUPATEN

IDOARJO TAHUN 2025

Meningkatnya
Nilai Investasi
Daerah

Nilai
Investasi

Daerah

138,05%

Program Prosentase

Pengembangan | kebijakan Rp Rp. 95.836.800
Iklim penanaman 105.000.000

Penanaman modal daerah

Modal yang disusun

Kegiatan Jumlah temu

Penetapan usaha

Pemberian /gathering yang

Fasilitasi/ dilaksanakan

Insentif Di Jumlah project

Bidang prospektus

Penanaman investasi yang

Modal Yang disusun

menjadi Jumlah sistem

Kewenangan Informasi

Daerah Penanaman

Kabupaten/Kot | modal yang Rp105.000.000 | Rp. 95.836.800
a dikelola

Diserap sesuai dengan
kebutuhan anggaran.
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DPMPTSP KABUPATEN

IDOARJO TAHUN 2025

Jumlah
kebijakan
pelayanan
penanaman
modal yang

disusun

Jumlah laporan

pengembangan

penanaman

modal yang

disusun
Program Persentase Rp72.000.000 Rp72.000.000
Promosi Realisasi
Penanaman Kepeminatan
Modal Investasi _ _

: Diserap sesuai dengan
Kegiatan Jumlah
_ kebutuhan anggaran.

Penyelenggara | kegiatan
an Promosi Promosi Rp72.000.000 Rp72.000.000
Penanaman investasi yang
Modal yang dilaksanakan
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RANCANGAN AWAL RENJA

DPMPTSP KABUPATEN

IDOARJO TAHUN 2025

menjadi Jumlah
Kewenangan workshop
Daerah investasi
Kabupaten/Kot
a
Presentase
Pelaku Usaha
yang Taat
Melaporkan
Penanaman
Program )
_ Modal sesuai
Pengendalian ) )
Ketentuan Diserap sesuai dengan
Pelaksanaan )
Periode Rp354.700.000 | Rp354.700.000 kebutuhan anggaran.
Penanaman
Pelaporan
Modal
Presentase

Pelaku Usaha
yang Memiliki
Tingkat
Kepatuhan




RANCANGAN AWAL RENJA

DPMPTSP KABUPATEN

IDOARJO TAHUN 2025

Berusaha
Minimal Baik
Kegiatan Jumlah Pelaku Rp354.700.000 | Rp354.700.000
Pengendalian Usaha yang
Pelaksanaan Melaporkan Izin
Penanaman Secara Berkala
Modal yang
Menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kot
a
Program Nilai Realisasi Rp72.000.000 Rp72.000.000
Pengelolaan Investasi PMA
Data dan Nilai Realisasi _ _
Sistern Investas Diserap sesuai dengan
Informasi BMDN kebutuhan anggaran.
Penanaman
Modal




RANCANGAN AWAL RENJA
DPMPTSP KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025

Kegiatan
Pengelolaan
Data dan
Informasi
Perizinan dan
Non Perizinan
yang
Terintegrasi
pada Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kot

a

Jumlah
Perusahaan
PMA dan
PMDN yang di

Monev

Jumlah
Perusahaan
yang
menyampaikan
LKPM

Jumlah
Laporan
Pembinaan dan
Monitoring
Penanaman
Modal yang

disusun

Workshop
LKPM

Rp72.000.000

Rp72.000.000
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RANCANGAN AWAL RENJA

DPMPTSP KABUPATEN

IDOARJO TAHUN 2025

Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggar
aan

Pemerintahan

Nilai 101,13% Tingkat Rp. Rp.
Program
SAKIP _ kepuasan 11.546.985.599 | 10.729.304.781
Penunjang
aparatur
Urusan
. perangkat
Pemerintahan
daerah
Daerah
terhadap
Kabupaten/Kot
pelayanan
a
kesekretariatan
Nilai IPP 98,90% Kegiatan Presentase Rp Rp
Administrasi realisasi 6.829.797.824 6.320.093.554
Keuangan anggaran
Perangkat PD
Daerah
Nilai RB 0% Administrasi Nilai Survey Rp546.853.410 | Rp 477.095.540
Umum Kepuasan
Perangkat Masyarakat
Daerah
Penyediaan Presentase Rp Rp
Jasa Terpenuhinya 3.588.544.211 3.354.991.350
Penunjang Jasa

Diserap sesuai dengan

kebutuhan anggaran.




RANCANGAN AWAL RENJA
DPMPTSP KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025

Urusan Penunjang
Pemerintahan Perkantoran
Daerah
Presentase Rp Rp 577.124.337
Pemeliharaan Barang 581.790.154
Barang Milik Milik Daerah
Daerah Penunjang
Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan

Pemerintahan

Daerah

Daerah yang
layak

fungsi




2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten

Sidoarjo

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo
merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan
urusan pemerintahan pada bidang Penanaman Modal.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.
Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal, dan pelayanan
terpadu satu pintu, serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
Pelaksanaan administrasi DPMPTSP; dan

a &~ w0 DN

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung pada DPMPTSP
Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditunjukkan melalui Misi 1 (Satu) diatas yaitu “Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Transparan dan Tangkas melalui
digitalisasi untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan kemudahan
berusaha”. Misi 2 (Dua) “Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus
pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan,
Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi
Kemiskinan” selain itu, DPMPTSP merupakan salah satu PD pengampu program
prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan
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realisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data yang relevan

untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target
Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran
strategis instansi. Dalam sasaran pertama Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
dan penanaman modal tahun 2023 nilai capaian kinerjanya sebesar 114,13% dengan
kategori Sangat Baik, hal tersebut dihitung berdasarkan formulasi perhitungannya yaitu
perbandingan jumlah realisasi capaian sebesar 97,24 dibandingkan dengan target
kinerja sebesar 85,20. Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa langkah dilakukan
oleh DPMPTSP Kab. Sidoarjo, salah satunya adalah menarik minat para pelaku usaha
utamanya UMKM untuk mendapatkan legalitas usahanya melalui kegiatan jemput bola
untuk UMKM pada 18 Kecamatan di Sidoarjo.

Dalam sasaran kedua Meningkatnya Nilai Investasi Daerah tahun 2023 nilai
capaian kinerjanya sebesar 190,58%. Capaian Nilai Investasi Daerah tahun 2023
dengan realisasi sebesar Rp.13.681.823.120.000 dari target nilai investasi daerah
sebesar Rp.7.179.211.521.000, dengan persentase sebesar 190,58%. Nilai realisasi
investasi daerah pada tahun 2023 sebesar Rp.13.681.823.120.000 diperoleh dari nilai
investasi yang dirilis oleh BKPM RI dengan rincian nilai realisasi investasi PMA
(Penanaman Modal Asing) sebesar Rp.1.351.305.120.000 dan PMDN (Penanaman
Modal Dalam Negeri) sebesar Rp.12.330.518.000.000.

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan memiliki
rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini disebabkan Terdapat 1 (satu) indikator
kinerja yaitu Nilai IPP sebesar 4,51 yang capaiannya turun 1,09% dari 2022. Sebagai
pengelola Mall Pelayanan Publik, mempersiapkan Mall Pelayanan Publik dengan baik
untuk instansi-instansi yang berada pada Mall Pelayanan Publik menjadi tantangan bagi
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk indikator nilai IPP. Sedangkan untuk Nilai
RB tahun 2023 tidak dapat terukur ketercapaiannya karena nilai RB tidak dilakukan
penilaian, hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi
Reformasi Birokrasi Pasal 6 ayat (4). Dengan demikian, DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo
melakukan upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan capaian pada tahun
berikutnya, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat tercapai bahkan

melebihi yang ditargetkan.
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Perkembangan/tren Capaian kinerja:

1. Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 2. 6 Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2023

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan | Nilai Survey 85,20 97,24 114,13%
Perizinan dan Penanaman Modal Kepuasan Masyarakat
(SKM)
2. Meningkatnya Nilai Investasi Nilai Investasi Daerah | Rp7.179.211.521.00 | Rp13.681.823.120.00 | 190,58%
Daerah (PMA dan PMDN) 0 0
3. Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP 83 83,94 101,13%
Penyelenggaraan Pemerintahan Nilai IPP A (4,56) A (4,51) 98,90%
Nilai RB 36,3 0% 0%

*) Terjadi perubahan regulasi, merujuk pada Permen PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023.

2. Tabel Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian KinerjaTahun 2023

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Nilai Survey Kepuasan

Tabel 2. 7 Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian KinerjaTahun 2023

97,39

97,24
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Perizinan dan Penanaman Modal Masyarakat (SKM)
2. Meningkatnya Nilai Investasi Nilai Investasi Daerah Rp14.086.231.612.109,5 Rp13.681.823.120.000
Daerah (PMA dan PMDN)
3. Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP A (83) A (83,94)
Penyelenggaraan Pemerintahan Nilai IPP A (4,56) A (4,51)
Nilai RB 35,74 0%)

3. Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Tabel 2. 8 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

1. Meningkatnya Kualitas Nilai Survey 97,24 - -
Pelayanan Perizinan dan Kepuasan
Penanaman Modal Masyarakat (SKM)
2. Meningkatnya Nilai Investasi Nilai Investasi Rp13.681.823.120.00 - -
Daerah Daerah (PMA dan 0
PMDN)
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Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan

Pemerintahan

Nilai SAKIP A (83,94)
Nilai IPP A (4,51)
Nilai RB 0 %)
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2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan
yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan
tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi
penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data
kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di
rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah
pokok, masalah dan akar masalah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap visi misi Bupati Sidoarjo, Renstra
Kementerian, serta dengan memperhatikan tuntutan masyarakat, khususnya di wilayah
Kabupaten Sidoarjo yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih
dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial,
dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah
pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang
lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindak lanjuti isu-isu terkini yang
berkembang di Indonesia dan khususnya di Sidoarjo, maka perlu dilakukan pemetaan
isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yaitu melalui
forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki
pengalaman dalam pelaksanaan pelayanan PD. Identifikasi permasalahan yang
berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo:

1. Perlunya peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan kewajiban
LKPM dalam rangka peningkatan realisasi investasi daerah.
Adapun akar masalah dari isu di atas adalah:
a. Belum optimalnya program pengendalian dan pengawasan penanaman modal

b. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam melakukan

kegiatan pengawasan terintegrasi
c. Banyaknya perusahaan yang belum memahami tata cara pelaporan LKPM

secara online
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3.

d. Keterbatasan SDM yang melakukan pengawasan dibandingkan dengan

perusahaan yang harus dipantau

. Peta potensi yang tersedia saat ini belum terupdate dan belum tersedia data

komoditas unggulan yang digunakan sebagai potensi daerah sehingga belum
dapat didorong menjadi peluang investasi.Kurangnya sosialisasi kepada

perusahana terkait kewajiban penyampaian LKPM

Adapun akar masalah dari isu tersebut adalah:
a. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sidoarjo belum

disesuaikan dengan regulasi yang terbaru

b. Proses RTRW yang belum selesai.

Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan perizinan secara terintegrasi.

Adapun akar masalah dari isu tersebut adalah:
a. NSPK Perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang berubah-ubah sehingga

penyusunan SOP pelayanan perizinan belum dapat terlaksana optimal

b. Masih kurangnya kualitas SDM aparatur DPMPTSP dari sisi pelayanan

perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA).

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo telah

merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1.

N oo g A

Optimalisasi pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan)
pelaksanaan penanaman modal.

Pemenuhan SDM aspek kuantitas, kualitas DPMPTSP untuk mendukung fungsi
(pengembangan, promosi, perizinan teknologi informasi, pengendalian dan data).
Peningkatan realisasi investasi berbasis pada potensi dan peluang investasi di
Kabupaten Sidoarjo.

Pemetaan dan optimalisasi data potensi sumber daya daerah.

Peningkatan investor baru baik PMA/ PMDN yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo.
Pemahaman pelaku usaha mengenai LKPM masih kurang.

Peningkatan kinerja pelayanan perizinan.
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2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo
yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta
berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Dokumen
RKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan
Sistem Perencanaan dan Penganggaran an menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPASD), yang dituangkan secara detalil
pada dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Mengacu pada rancangan awal rencana kerja (Renja ) Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Sidoarjo, Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk
dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Tahun
2025 terdiri dari 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua)
sub kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut disusun dalan rangka pencapaian Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran
peran serta keterlibatan langsung pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, yakni Misi 1
(Satu) diatas yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Transparan
dan Tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan
kemudahan berusaha” dan Misi 2 (Dua) “Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi
dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian,
Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan
Mengurangi Kemiskinan”.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 berdasarkan hasil analisis kebutuhan
terdiri dari 6 (enam) program, antara lain:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang akan dilaksanakan
melalui 1 (satu) dan 1 (satu) sub kegiatan.

2. Program Promosi Penanaman Modal yang akan dilaksanakan melalui 1 (satu)
kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal yang akan dilaksanakan melalui 1 (satu)
kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang akan

dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.
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5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang akan
dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang akan
dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Sidoarjo tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi,perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten / Kota.
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TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan

2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan

dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi

untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan

mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah,

Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai

melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di

Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan

Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim

usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayabh;

b. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi
kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim
usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur
tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan,
perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik

c. Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang
kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan
collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan
keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah,
serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar
negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem
perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan
penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem
pengawasan ketenagakerjaan secara efektif

d. Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan

e. Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui
pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Sedangkan untuk RKP Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi
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Jawa Timur mendukung Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2024 yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan
Produktivitas dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal untuk mendukung Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dan mendukung Prioritas Pembangunan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, yaitu: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui
Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata. Arah Kebijakan di bidang
Investasi adalah: Peningkatan investasi berkualitas yang produktif, inklusif, dan
berkelanjutan dalam mendorong transformasi ekonomi inklusif berkelanjutan, dengan
Strategi sebagai berikut:

e |nvestasi Produktif, melalui:

1) Peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan (hilirisasi) dengan

memperhatikan keterkaitan rantai nilai hulu-hilir;

2) Peningkatan investasi berorientasi ekspor yang memiliki rantai nilai domestik;

3) Peningkatan integrasi perijinan berusaha secara elektronik;

4) Fasilitasi dan pendampingan investor;

5) Peningkatan investasi yang mendorong inovasi, teknologi dan RnD;

e Investasi Inklusif, melalui:

1) Peningkatan realisasi investasi skala besar dan menyerap tenaga kerja;

2) Peningkatan kemitraan dengan UMKM dan business matching;

3) Peningkatan kerjasama investasi dalam negeri maupun luar negersi;

4) Pemerataan investasi Jawa-luar Jawa;

e Investasi Berkelanjutan, melalui:

1) Peningkatan investasi berkelanjutan (green, blue, circular);

2) Peningkatan investasi pada sektor digital (teknologi), Inovasi dan RnD.
Dengan didukung oleh Peningkatan iklim investasi berusaha, harmonisasi kebijakan
lintas sektor (investasi, industri, dan perdagangan), ketersediaan input, dan
persaingan usaha.Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu
‘Pengembangan kerjasama lintas daerah yang memposisikan sidoarjo sebagai
penyedia logistik regional dan nasional bertumpu pada potensi daerah, kesiapan SDM

yang Unggul serta berdaya saing”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun 2021-2026, adalah :
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e Tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1. Mewujudkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam
mendukung kemudahan berusaha
2. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah
e Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
2. Meningkatnya nilai investasi daerah

Sasaran Tambahan: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

3.3 Program dan Kegiatan
Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian
perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi
yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam
aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo
ditunjang dengan 6 (enam) program sesuaidengan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun
2021, yaitu :
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub
kegiatan sebagai berikut :
1.1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah;
Sub kegiatan sebagai berikut :
1.1.1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
1.2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Sub kegiatan
sebagai berikut :
1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
1.3.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Sub kegiatan sebagai berikut :
1.3.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
1.3.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
1.3.3. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
1.3.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
1.3.5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

1.4.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
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Sub kegiatan sebagai berikut :
1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
1.5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub kegiatan sebagai berikut :
1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
1.6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.
Sub kegiatan sebagai berikut :
1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan
Lainnya.
. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
sebagai berikut :
2.1.Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
Sub kegiatan sebagai berikut :
2.1.1. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya
diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
. Program Promosi Penanaman Modal
Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
sebagai berikut :
3.1.Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
Sub kegiatan sebagai berikut :
3.1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota;
. Program Pelayanan Penanaman Modal
Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan
sebagai berikut :
4.1.Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu

Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah

45



Kabupaten/ Kota,

Sub kegiatan sebagai berikut :

4.1.1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik;

4.1.2. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan
berusaha berbasis risiko;

4.1.3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan

berusaha berbasis risiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

sebagai berikut :

5.1.Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

Sub kegiatan sebagai berikut :

5.1.1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku
Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;

5.1.2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha,;

5.1.3. Pengawasan Penanaman Modal;

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

sebagai berikut :

6.1.Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Sub kegiatan sebagai berikut :

6.1.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik
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DPMPTSP KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2025 mengacu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun
2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RKPD
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, dan Hasil evaluasi Renja Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023. Dengan mengacu hal-hal tersebut, Dinas
Penanaman Modal dan PTSP telah merumuskan 6 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan,
dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, beserta kerangka pendanaan indikatif. Melaalui
pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebutm Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo, yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal, Meningkatnya nilai investasi daerah, dan Sasaran
Tambahan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan. Rencana Program,
Kegiatan, dan kerangka pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 secara lebih lengkap dapat dilihat pada rabel 4.1.
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Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025

. o Catatan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2025 .
Penting
Urusan
Pemerintahan Target Capaian Kinerja
Kode
Daerah Dan Capaian Keluaran Sub . . Lokasi Output Pagu Indikatif
b ) o Kegiat Hasil Kegiatan Kediat Keluaran Hasil R Sumber Dana
rogram rogram egiatan egiatan .
9 9 gl g Program Sub . (Rp.)
Kegiatan . Kegiatan
Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Rp15.093.752.229
18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Rp13.247.281.584
18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp264.998.641
Kabupaten
0 o Jumlah Laporan . .
Evaluasi Kinerja o Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
0 Evaluasi Kinerja
18 01 2.01 Perangkat Kecamatan, 8 Dokumen Rp200.000.000 ASLI DAERAH
0 Perangkat
Daerah Semua (PAD)
7 Daerah
Kelurahan/Desa
Jumlah
Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Kabupaten
0 : Penyelenggara . .
Walidata . Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
0 an Walidata
18 01 2.01 Pendukung Kecamatan, 1 Dokumen Rp50.0000.000 ASLI DAERAH
0 . Pendukung
Statistik Sektoral o Semua (PAD)
8 Statistik
Daerah Kelurahan/Desa
Sektoral
Daerah

48



Kode

Urusan/ Bidang
Urusan

Pemerintahan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Catatan
Penting

Target Capaian Kinerja

Daerah Dan Capaian Keluaran Sub . . Lokasi Output Pagu Indikatif
b / P Kegiat Hasil Kegiatan Kegiat Keluaran Hasil R Sumber Dana
rogram .
g rogram egiatan egiatan Program Sub A (Rp.)
Kegiatan X Kegiatan
Kegiatan
Jumlah Data
Statistik
Sektoral
Kabupaten
0 Pelaksanaan Daerah yang . .
Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
0 Pengumpulan Telah
18 01 2.01 o . Kecamatan, 5 Data Rp14.998.641 ASLI DAERAH
0 Data Statistik Dikumpulkan
o Semua (PAD)
9 Sektoral Daerah dan Diperiksa
) Kelurahan/Desa
Lingkup
Perangkat
Daerah
18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp6.551.309.120
Semua
0 . . Kabupaten/
Penyediaan Gaji Jumlah Orang PENDAPATAN
0 . . Kota, Semua 33 orang /
18 01 2.02 dan Tunjangan yang Menerima Rp6.551.309.120 ASLI DAERAH
0 . Kecamatan, bulan
ASN Gaji dan (PAD)
1 . Semua
Tunjangan ASN
Kelurahan
18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp627.273.271
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan

Pemerintahan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Catatan
Penting

Target Capaian Kinerja

Daerah Dan Capaian Keluaran Sub . . Lokasi Output Pagu Indikatif
P / P Kegiat Hasil Kegiatan Kegiat Keluaran Hasil R Sumber Dana
rogram rogram egiatan egiatan .
9 9 9 9 Program Sub . (Rp)
Kegiatan . Kegiatan
Kegiatan
. Jumlah Paket Kabupaten
0 Penyediaan . .
Peralatan dan Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
0 Peralatan dan
18 01 2.06 Perlengkapan Kecamatan, 1 Paket Rp133.127.720 ASLI DAERAH
0 Perlengkapan
Kantor yang Semua (PAD)
2 | Kantor o
disediakan Kelurahan/Desa
Kabupaten
0 . Jumlah Paket . .
Penyediaan o Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
0 o Bahan Logistik
18 01 2.06 Bahan  Logistik Kecamatan, 1 Paket Rp203.032.312 ASLI DAERAH
0 Kantor yang
Kantor o Semua (PAD)
4 Disediakan
Kelurahan/Desa
Kabupaten
0 Jumlah Laporan . .
L L Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
0 Fasilitasi Fasilitasi
18 01 2.06 . . Kecamatan, 12 Laporan Rp16.150.000 ASLI DAERAH
0 Kunjungan Tamu Kunjungan
Semua (PAD)
8 Tamu
Kelurahan/Desa
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan

Pemerintahan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Catatan
Penting

Target Capaian Kinerja

Daerah Dan Capaian Keluaran Sub . . Lokasi Output Pagu Indikatif
b / P Kegiat Hasil Kegiatan Kegiat Keluaran Hasil R Sumber Dana
rogram .
g rogram egiatan egiatan Program Sub A (Rp.)
Kegiatan X Kegiatan
Kegiatan
Jumlah Laporan
Kabupaten
0 Penyelenggaraan Penyelenggara . .
o Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
0 Rapat Koordinasi an Rapat
18 01 2.06 . o Kecamatan, 12 Laporan Rp244.963.239 ASLI DAERAH
0 dan Konsultasi Koordinasi dan
. Semua (PAD)
9 SKPD Konsultasi
Kelurahan/Desa
SKPD
o Jumlah Kabupaten
0 Penatausahaan Dokumen Sidoarjo, Semua - PENDAPATAN
18 01 2.06 1 Arsip Dinamis Penatausahaan Kecamatan, Dok Rp18.000.000 ASLI DAERAH
okumen
0 pada SKPD Arsip Dinamis Semua (PAD)
Pada SKPD Kelurahan/Desa
18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp305.864.000
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan

Pemerintahan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Catatan
Penting

Target Capaian Kinerja

Daerah Dan Capaian Keluaran Sub . . Lokasi Output Pagu Indikatif
p / P Kegiat Hasil Kegiatan Kegiat Keluaran Hasil R Sumber Dana
rogram .
g rogram egiatan egiatan Program Sub A (Rp.)
Kegiatan X Kegiatan
Kegiatan
o Jumlah Unit Kabupaten
o Pengadaan Peralatan dan Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
18 01 2.07 o Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan, 10 Unit Rp305.864.000 ASLI DAERAH
6 Mesin Lainnya yang Semua (PAD)
Disediakan Kelurahan/Desa
18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp4.426.002.543
Jumlah Laporan
Penyediaan
i Kabupaten
0 Penyediaan Jasa Jasa . .
o o Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
0 Komunikasi, Komunikasi,
18 01 2.08 . Kecamatan, 12 Laporan Rp1.493.207.667 ASLI DAERAH
0 Sumber Daya Air Sumber Daya
L . . Semua (PAD)
2 dan Listrik Air dan Listrik
Kelurahan/Desa
yang
Disediakan
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Urusan/ Bidang

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Catatan

Penting
Urusan
Pemerintahan Target Capaian Kinerja
Kode
Daerah Dan Capaian Keluaran Sub . . Lokasi Output Pagu Indikatif
b / P Kegiat Hasil Kegiatan Kegiat Keluaran Hasil R Sumber Dana
rogram rogram egiatan egiatan .
g 9 9 9 Program Sub . (Rp)
Kegiatan ) Kegiatan
Kegiatan
Jumlah Laporan
. Kabupaten
_ Penyediaan . .
Penyediaan Jasa Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
Jasa Pelayanan
18 01 2.08 Pelayanan Kecamatan, 12 Laporan Rp2.932.794.876 ASLI DAERAH
Umum Kantor
Umum Kantor Semua (PAD)
yang
o Kelurahan/Desa
Disediakan
18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp1.071.834.009
Penyediaan Jasa
. Jumlah
Pemeliharaan,
. Kendaraan
Biaya
. Perorangan Kabupaten
pemeliharaan, . . .
. Dinas atau Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
dan Pajak )
18 01 2.09 Kendaraan Kecamatan, 8 Unit Rp114.834.009 ASLI DAERAH
Kendaraan .
Dinas Jabatan Semua (PAD)
Perorangan L
. yang Dipelihara Kelurahan/Desa
Dinas atau !
. dan dibayarkan
Kendaraan Dinas i
Pajaknya
Jabatan
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Urusan/ Bidang

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Catatan

Penting
Urusan
Pemerintahan Target Capaian Kinerja
Kode
Daerah Dan Capaian Keluaran Sub . . Lokasi Output Pagu Indikatif
b / P Kegiat Hasil Kegiatan Kegiat Keluaran Hasil R Sumber Dana
rogram rogram egiatan egiatan .
g 9 9 9 Program Sub . (Rp)
Kegiatan ) Kegiatan
Kegiatan
Kabupaten
. Jumlah . .
Pemeliharaan Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
Peralatan dan .
18 01 2.09 Peralatan dan . . Kecamatan, 3 Unit Rp525.000.000 ASLI DAERAH
] . Mesin Lainnya
Mesin Lainnya o Semua (PAD)
yang Dipelihara
Kelurahan/Desa
. Jumlah Gedung
Pemeliharaan/ Kabupaten
S Kantor dan ) )
Rehabilitasi Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
Bangunan .
18 01 2.09 Gedung Kantor . Kecamatan, 2 Unit Rp432.000.000 ASLI DAERAH
Lainnya yang
dan Bangunan ] Semua (PAD)
. Dipelihara/
Lainnya . o Kelurahan/Desa
Direhabilitasi
18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Rp430.000.000
18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp430.000.000
. Jumlah
Rekomendasi .
B rekomendasi
kebijakan sektor =
kebijakan Kabupaten
usaha yang . .
. sektor usaha Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
regulasinya
18 02 2.01 . o yang Kecamatan, 1 Dokumen Rp430.000.000 ASLI DAERAH
diharmonisasi .
. . regulasinya Semua (PAD)
terkait Perizinan . o
diharmonisasi Kelurahan/Desa
Berusaha . .
. . terkait Perizinan
Berbasis Resiko
Berusaha
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Urusan/ Bidang

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Catatan

Penting
Urusan
Pemerintahan Target Capaian Kinerja
Kode
Daerah Dan Capaian Keluaran Sub . . Lokasi Output Pagu Indikatif
b / P Kegiat Hasil Kegiatan Kegiat Keluaran Hasil R Sumber Dana
rogram .
g rogram egiatan egiatan Program Sub A (Rp.)
Kegiatan X Kegiatan
Kegiatan
Berbasis
Resiko
18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Rp462.000.000
18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp462.000.000
Jumlah
Pelaksanaan .
. Dokumen Hasil Kabupaten
Kegiatan . . .
b . Kegiatan Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
romosi
18 03 2.01 Promosi Kecamatan, 2 Dokumen Rp462.000.000 ASLI DAERAH
Penanaman
Penanaman Semua (PAD)
Modal Daerah
Modal Kelurahan/Desa
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Rp921.618.580
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
18 04 | 2.01 Rp921.618.580
Kabupaten/Kota
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan

Pemerintahan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Catatan
Penting

Target Capaian Kinerja

Daerah Dan Capaian Keluaran Sub . . Lokasi Output Pagu Indikatif
b / P Kegiat Hasil Kegiatan Kegiat Keluaran Hasil R Sumber Dana
rogram .
g rogram egiatan egiatan Program Sub A (Rp.)
Kegiatan X Kegiatan
Kegiatan
Jumlah Pelaku
Usaha yang
Penyediaan Mendapatkan
Pelayanan Pelayanan
0 Perizinan Perizinan Kabupaten
o Berusaha melalui Berusaha Sidoarjo, Semua 1000 PENDAPATAN
18 04 2.01 0 Sistem Perizinan melalui Sistem Kecamatan, Pelaku Rp219.186.720 ASLI DAERAH
6 Berusaha Perizinan Semua Usaha (PAD)
Berbasis Risiko Berusaha Kelurahan/Desa
Terintegrasi Berbasis Risiko
secara Elektronik Terintegrasi
secara
Elektronik
Jumlah
Kegiatan Usaha
yang mendapat
Pemantauan, pemantauan,
L . - Kabupaten
0 | analisis, evaluasi, analisis, ) .
. . Sidoarjo, Semua 160 PENDAPATAN
0 dan pelaporan di evaluasi, dan .
18 04 2.01 . . . Kecamatan, Kegiatan 494.031.860 ASLI DAERAH
0 bidang perizinan pelaporan di
. Semua Usaha (PAD)
8 berusaha bidang
Kelurahan/Desa
berbasis risiko perizinan
berusaha
berbasis risiko
Lintas Daerah
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Urusan/ Bidang

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Catatan

Penting
Urusan
Pemerintahan Target Capaian Kinerja
Kode
Daerah Dan Capaian Keluaran Sub . . Lokasi Output Pagu Indikatif
b / P Kegiat Hasil Kegiatan Kegiat Keluaran Hasil R Sumber Dana
rogram .
g rogram egiatan egiatan Program Sub A (Rp.)
Kegiatan X Kegiatan
Kegiatan
Kabupaten/Kota
bagi Kegiatan
Usaha Dari
Pelaku Usaha
Jumlah Pelaku
usaha yang
Memperoleh
. Layanan
Penyediaan dan )
Konsultasi
pengelolaan = Kabupaten
0 Perizinan
Layanan Sidoarjo, Semua 1620 PENDAPATAN
0 . Berusaha
18 04 2.01 konsultasi L Kecamatan, Pelaku Rp208.400.000 ASLI DAERAH
0 o melalui Sistem
perizinan = Semua Usaha (PAD)
7 Perizinan
berusaha Kelurahan/Desa
. Berusaha
berbasis risiko o
Berbasis Risiko
Terintegrasi
secara
Elektronik
18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Rp10.487.500
18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Rp10.487.500
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Urusan/ Bidang

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Catatan

Penting
Urusan
Pemerintahan Target Capaian Kinerja
Kode
Daerah Dan Capaian Keluaran Sub . . Lokasi Output Pagu Indikatif
b / P Kegiat Hasil Kegiatan Kegiat Keluaran Hasil R Sumber Dana
rogram .
g rogram egiatan egiatan Program Sub A (Rp.)
Kegiatan X Kegiatan
Kegiatan
. Jumlah
Penyelesaian )
Penyelesaian
Permasalahan
Permasalahan
dan Hambatan Kabupaten
0 . . dan Hambatan . .
yang dihadapi . . Sidoarjo, Semua . PENDAPATAN
0 yang dihadapi 9 Kegiatan
18 05 2.01 Pelaku Usaha Kecamatan, Rp2.839.000 ASLI DAERAH
0 Pelaku Usaha Usaha
dalam Semua (PAD)
4 . dalam
merealisasikan o Kelurahan/Desa
’ merealisasikan
Kegiatan .
Kegiatan
Usahanya
Usahanya
Jumlah Pelaku
Usaha yang
Mengikuti
Bimbingan
Teknis/
0 Sosialisasi Kabupaten
Bimbingan Implementasi Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
0 . - 267 Pelaku
18 05 2.01 o Teknis kepada Perizinan Kecamatan, Usah Rp5.099.000 ASLI DAERAH
saha
s Pelaku Usaha Berusaha Semua (PAD)
Berbasis Risiko Kelurahan/Desa
dan
Pengawasan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
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Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Catatan
Penting

Capaian
Program

Keluaran Sub

Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output
Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Program

Sub

Keluaran

Kegiatan

Hasil

Kegiatan

Pagu Indikatif
(Rp.)

Sumber Dana

18

05

o O o o

Pengawasan
Penanaman
Modal

Jumlah
Kegiatan Usaha
dari Pelaku
Usaha yang
Telah Dianalisa
dan Diverifikasi
Data, Profil dan
Informasi
Kegiatan Usaha
dari Pelaku
Dllakukan
Inspeksi
Lapangan ;
serta Dllakukan
Evaluasi

Penilaian

Kabupaten
Sidoarjo, Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan/Desa

17
Kegiatan

Usaha

Rp2.549.500

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
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Urusan/ Bidang

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Catatan

Penting
Urusan
Pemerintahan Target Capaian Kinerja
Kode Daerah Dan Capaian Keluaran Sub . . Lokasi Output Pagu Indikatif
Program/ Program Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan Keluaran Hasil (Rp.) Sumber Dana
Program Sub .
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Kepatuhan
Pelaksanaan
Perizinan
Berusaha
18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Rp22.364.565
18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp22.364.565
Pengolahan, Jumlah Data
Penyajian dan dan Informasi
Pemanfaatan Perizinan
Data dan Berbasis Kabupaten
Informasi Sistem Sidoarjo, Semua PENDAPATAN
18 06 2.01 Perizinan Pelayanan Kecamatan, 1 Dokumen Rp22.364.565 ASLI DAERAH
Berbasis Sistem Perizinan Semua (PAD)
Pelayanan Berusaha Kelurahan/Desa
Perizinan Terintegrasi
Berusaha secara
Terintegrasi Elektronik yang
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Urusan/ Bidang

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2025

Catatan

Penting
Urusan
Pemerintahan Target Capaian Kinerja
Kode
Daerah Dan Capaian Keluaran Sub . . Lokasi Output Pagu Indikatif
p / P Kegiat Hasil Kegiatan Kegiat Keluaran Hasil R Sumber Dana
rogram .
g rogram egiatan egiatan Program Sub A (Rp.)
Kegiatan X Kegiatan
Kegiatan
secara Elektronik Diolah, Dikaji
dan
Dimanfaatkan
TOTAL Rp15.093.752.229
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RANCANGAN AWAL RENJA

DPMPTSP KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025

BAB V
PENUTUP

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang
disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. Rancangan Awal Renja Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 disusun sebagai
upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik
pada skala Pemerintahan Kabupaten, jangka menengah ataupun jangka panjang.
Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus
diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan
pelaksanaan tugas pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 merupakan pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan
sebagai dasar penyusunan APBD. Rancangan Awal Renja Tahun 2025 ini juga
mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 semoga dapat
bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan
sasaran pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga mewujudkan tujuan dan
sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :
(1) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, (2)
Meningkatnya nilai investasi daerah, dan (3) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan.

Sidoarjo, 1 Maret 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KABUPATEN SIDOARJO

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, M.H
Pembina Tingkat |
NIP. 198002031998101001
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